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BAB III 

PENUTUP 

 
A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pada bab sebelumnya terkait 

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pontianak, maka dapat ditarik 

kesimpulan yaitu: 

1. Implementasi penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak sampai 

saat ini belum memenuhi standar proporsi minimal yang sudah ditetapkan 

dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033. Hingga saat ini, 

Pemerintah Kota Pontianak baru dapat menyediakan ruang terbuka hijau 

sebesar 10.4 persen dari total luas wilayah Kota Pontianak. 

2. Dalam pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak ditemukan 

beberapa hambatan. Hambatan tersebut yaitu terbatasnya ketersediaan 

lahan di Kota Pontianak, kurangnya perhatian pemerintah, sulitnya untuk 

melakukan pembebasan lahan, biaya yang besar untuk pembangunan atau 

pembuatan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak dan kurangnya anggaran 

untuk melaksanakan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak. 

B. Saran 
 

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan beberapa 

saran terkait implementasi penyediaan ruang terbuka hijau di Kota Pontianak 

sebagai berikut : 
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1. Pemerintah Kota Pontianak harus menjadikan pembangunan ruang terbuka 

hijau di Kota Pontianak sebagai program strategis pembangunan Kota 

Pontianak sehingga Pemerintah Kota Pontianak dapat lebih fokus dan serius 

dalam menyediakan dan membangun ruang terbuka hijau di Kota 

Pontianak dan dapat memenuhi ketentuan proporsi ketersediaan ruang 

terbuka hijau 30 (tiga puluh) persen yang diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dituangkan lebih 

lanjut dalam Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033. 

2. Perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah Kota Pontianak untuk 

mengatasi hambatan-hambatan dalam penyediaan ruang terbuka hijau di 

Kota Pontianak seperti dengan memanfaatkan aset tanah yang dimiliki 

oleh Pemerintah Kota Pontianak untuk dijadikan kawasan ruang terbuka 

hijau, menambah anggaran untuk pembangunan ruang terbuka hijau dalam 

anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak, menjadikan 

pembangunan ruang terbuka hijau sebagai prioritas pembangunan, 

memberikan insentif kepada privat atau perorangan yang mau 

menyumbangkan tanah atau lahan miliknya kepada pemerintah untuk 

dijadikan ruang terbuka hijau, dan mengajak pihak swasta untuk bekerja 

sama dalam melakukan pembangunan ruang terbuka hijau di Kota 

Pontianak sehingga dapat mengurangi dan meringankan beban biaya 

Pemerintah Kota Pontianak dalam pembangunan ruang terbuka hijau di 

Kota Pontianak. 
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